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DENGAN RAHMAT TUH 

BUPATILAMPU 

YANG MAHA ESA 

a. bahwa untuk melaksa akan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri D am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pere canaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tent ng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah ser a Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jang a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka enengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, p rlu dikembangkan dan diterapkan Sistem Aplikasi Per ncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Ti ur Berbasis Online ( e-Planning); 
b. bahwa berdasarkan per imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut · atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lam ung Timur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah abupaten Lampung Timur Berbasis E-Planning. 

1. Undang-Undang Norn r 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupate Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Ti gkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Ti kat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia T un 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan ,Jangka P . njang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 



4. Undang-Undang No or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu an Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang No or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemerinta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pe yusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7 . Peraturan Pemerinta 
Perangkat Daerah ( 
Tahun 2016 Nomor 
Republik Indonesia No 

8. Peraturan Menteri Dal 
13 Tahun 2006 ten 
Daerah se bagaimana 
dengan Peraturan Me 
2011; 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
mbaran Negara Republik Indonesia 
114, Tambahan Lembaran Negara 
or 5887); 

m Negeri Republik Indonesia Nomor 
g Pedoman Pengelolaan Keuangan 

elah diubah beberapa kali terakhir 
teri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

9. Peraturan Menteri D am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Per ncanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daera , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ten ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah d Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, se ta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jang a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka enengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Da am Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Derah Tahun 2019; 

11. Peraturan Menteri m Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pen sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun nggaran 2019; 

12. Peraturan Daerah Provi si Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pemb gunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lam ung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampu g Tahun 2014 Nomor 06); 
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Menetapkan 

13. Peraturan Daerah K bupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Kab paten Lampung Timur Tahun 2005-2025 {Lembaran Daer h Kabupaten Lampung Timu r Tahun 2010 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Ka upaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tenta111 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( PJ MD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Le baran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 No or 15); 

15. Peraturan Daerah Kab paten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tenta g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka upaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18). 

PERATURAN 
PEMBANGUNAN DAE 
BERBASIS E-PLANNING 

N : 

TENT ANG PERENCANAAN 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d 

1. Pemerintah Daerah adalah penyeleng araan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa . ·1an Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem d n prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebag i unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa en Lampung Timur. 
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Ti ur. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pemba tu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daer h Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah erangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah clan st tistik. 
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8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yan selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kep la daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah dalam rangka penyusunan AP D yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat la· nya sesuai dengan kebutuhan. 
9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPE A Kabupaten Lampung Timur. 
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pe bangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan K uangan dan Pembangunan Provinsi Lampung. 

11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain uns r DPRD Kabupaten, Tentara Nasioanl Indonesia (TNI), Kepolisian Republik In onesia (POLRI), Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Orga · sasi Masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha/ investor, pemerintah pus t, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalk n. 
12. Perencanaan pembangunan daerah ada ah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pi ihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfa tan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di aerah. 
13. Program adalah bentuk instrumen ke ijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pera gkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

14. Rencana Pembangunan Tahunan aerah Kabupaten Lampung Timur berupa Rencana Kerja Pemerintah Daer h yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah unt k periode 1 (satu) tahun Rencana. 
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepenting n dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

16. Forum Perangkat Daerah Kabupaten m pakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung m ndapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai denga tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten. 

17. Informasi adalah hasil dari pengolahan dat menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarka suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu unt k pengambilan keputusan. 
18. E-Planning adalah sistem aplikasi pe encanaan pembangunan daerah berbasis online yang terintegrasi den an e-budgeting, hasil kerjasama dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi La pung. 
19. E-Budgeting adalah sistem aplikasi pengan , aran dan penatausahaan keuangan daerah berbasis online. 
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20. Pengguna e-Planning adalah Pemerin ahan Daerah dan non Pemerintahan Dae rah yang memanfaatkan jasa, fasilit s a tau informasi dalam s is tem. 
21. Administrator e-Planning adalah pengelo a aplikasi e-planning. 

BAB 
MAKSUDDA 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untu mengatur pengelolaan e-Planning bagi 
seluruh pemangku kepentingan pembangun n di daerah. 

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. memberikan acuan pelaksanaan dan peng naan e-Planning; b. mewujudkan tranparansi, efektifitas, efis ensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; 
c. mendorong terwujudnya tata kelola pemer ntahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten. 

BAB III 
PENGELOLAAN E- LANNING 

Bagian Kes tu 
Penanggung Jawab e-Planning 

Pasal 4 
Penanggungjawab e-Planning sebagai berikut: a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertan gungjawab terhadap pengelolaan e­Planning. 
b. Kepala BAPPEDA bertanggungjawab terhada pelaksanaan e-Planning; c. Kepala Bidang Pendanaan dan Pengendalia BAPPEDA bersama Sekretaris ~an 

Para Kabid BAPPEDA lainnya bertanggun ·awab terhadap pelaksanaan hanan pengelolaan e-Planning; d . Kepala Sub Bidang Pendanaan bersama Para Kasubbid BAPPEDA lainnya bertanggungjawab terhadap teknis pelaksa aan e-Planning 

Bagian Ked 
I 
a 

Adminis trator e-P: anning 

Pasal 5 
Administrator e-Planning terdiri atas: a. Kepala Bidang Pendanaan dan Pengendalia Planning sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA. 

bertindak selaku administrator e­n dalam menjalankan tugasnya 
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b. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan umber Daya Alam BAPPEDA bertindak 
selaku administrator bidang sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan 
tugasnya berdasarkan arahan Kepala BA PEDA; 

c. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda bertin ak selaku administrator bidang sesuai 
tugas dan fungsinya, dan dalam menj lankan tugasnya berdasarkan arahan 
Kepala BAPPEDA; 

d. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda ertindak selaku administrator bidang menjalankan tugasnya berdasarkan 

sesuai tugas dan fungsinya, arahan Kepala BAPPEDA; 

e. Kepala Sub Bidang Pendaanan BAPPEDA bertindak selaku administrator bidang 
sesuai tugas dan fungsinya, dan dala menjalankan tugasnya berdasarkan 
arahan Kepala BAPPEDA; 

(1) Administrator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab terhadap : a. keberlangsungan dan kelancaran e-Pl ning bekerjasama den gan BPKP dan Pemerintah Provinsi Lampung; b. pemberian informasi terkait perkemb gan usulan kegiatan yan g masuk dalam e-Planning; 
c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e-Planning. 

(2) Administrator Bidang sebagaimana di aksud dalam Pasal 5 huruf b,c,d, 
dan e bertanggung jawab terhadap u ulan kegiatan desa, kecamatan, 
perangkat daerah dan usulan masyara at serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan. 

Bagian Ket ga 
Penggunaan e-P anning 

Pasal 7 
Penggunaan e-Planning untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna e­
Planning menurut alur penggunaan dan j , gka waktu yang ditentukan sesuai tahapan perencanaan. 

Pasal 8 
Gambaran Alur e-Planning sebagaimana dima sud dalam Pasal 7 tercantum d~~ru:11 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak t rpisahkan dari Peraturan Bupatl mi. 

Pasal 9 
Pengguna e-Planning sebagaimana dimaksud da m Pasal 7 terdiri atas: a . OPRD; 
b. Perangkat Daerah; 
c. Pemerintah Kabupaten; 
d. Kecamatan; 
e. Pemerintah Desa; 
f. Masyarakat. 
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Pasal 
(1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat memasukkan usulan kegiatan hasil reses DPRD dan d oordinasikan oleh Sekretaris DPRD. 
(2) Perangkat Daerah sebagaimana memasukkan usulan rencana prioritas, tugas pokok dan fungsi. 

dalam Pasal 9 huruf b wajib kegiatan pembangunan sesuai 

(3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana di aksud dalam Pasal 9 huruf c wajib memasukkan usulan prioritas hasil Musrenbang Kabupaten yang dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten. 

(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud dal Pasal 9 huruf d dapat memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan asil Musrenbang Kecamatan. 
(5) Pemerintah Desa sebagaimana dimak ud dalam Pasal 9 huruf e dapat 

memasukkan jadwal pelaksanaan dan us Ian kegiatan hasil Musrenbang Desa. 
(6) Masyarakat sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 huruf f dapat memasukkan masukan dan/ a tau usulan pembangun n sampai dengan batas waktu yang ditentukan. 

BAB IV 
PENGENDALIAN D EVALUASI 

Pasal 1 
Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Planning sesuai ketentuan peraturan perun ng-undangan. 

Pasal 12 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkann a Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Kabupaten Lampung Timur. 

BAB VI 
KETENTUAN PE UTUP 

Pasal 13 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlak~-t, maka Peraturan Bupati Lampung 
Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem 1111-formasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Lampung Timur (Serita aerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyataka tidak berlaku. 
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Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta ggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, m Bupati ini dengan penempatannya dala Timur. 

erintahkan pengundangan Peraturan Berita Daerah Kabupaten Lampung 

itetapkan di Sukadana 
p da tanggal J1 ~611.t t <,( 2018 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

CHUSNUNIA 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal J-4 Ae,;r-tv..r 2018 

ETARIS DAERAH 
TEN LAMPUNG TIMUR, 

BERITA AERAH KABUPATEN LAMPUNG TI UR TAHUN 2018 NOMOR P> 
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LA 
PE TURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NO OR 3~ TAHUN 20 18 
TE ANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KA PATEN LAMPUNG TIMUR BERBASIS E-PLANNING 

ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BERBASIS E· LANNING 

HASIL MUSRENBANG 

-----·-----· .. ---···-· ' ,-------, ' ' ' ' RPJPD , 

: Admlnistroscor Bopptdo 

--------- -- ------1 ' ' ' ' ' ' ' '---~- -' ;Admlnlsu«orOPD 

' ' ,----"'----, 

SSH & ASB 

POKOK PIKIRA DPRD 

Administrostor 

e-P/annina 

e-Budgetlng 

RAPBD APBD 

RAPBD-P APBD-P 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 


